Abtrak

Penerapan sanksi perdata berupa ganti kerugianpailern salah satu
instrumen yang dapat diterapkan dalam upaya periigah kelestarian
lingkungan hidup beserta fungsinya. Berdasarkasgwdelahirannya, ganti rugi
sebagai suatu sanksi dapat dimohonkan oleh segeananupun sekelompok
masyarakat secara langsung maupun perwakilan belddunjalur peradilan atau
jalur diluar badan peradilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradpandata adalah
dengan mengajukan gugatan di pengadilan negeriagefjuan agar supaya
hakim memutuskan agar pihak yang melakukan pen@endan/atau perusakan
lingkungan membayar biaya ganti rugi kepada piteigydirugikan. Penyelesaian
sengketa lingkungan melalui peradilan perdata bgduuntuk melindungi hak-
hak keperdataan bagi korban pencemaran lingkunBasar hukum gugatan
sengketa lingkungan melalui peradilan perdata nengapada Undang-Undang
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Perageidlingkungan Hidup dan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Masalah ini akan diteliti dengan metode deskripkifetode deskriptif
dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkamgsalahan mengenai
pemberian ganti rugi dalam penegakan hukum ling&orsgsuai dengan pasal 87
UU PPLH yang kemudian dikaitkan dengan pasal 1385 iRerdata.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwaypkesaian sengketa
lingkungan melalui penuntutan ganti kerugian di gagtilan masih terdapat
banyak kekurangan dan belum efektif. faktor-faktang mempengaruhi belum
efektifnya penyelesaian sengketa lingkungan hiduglalmi jalur pengadilan
meliputi : peraturan perundang-undangan yang bgdlas, kurang memadainya
kemampuan (pengetahuan dan/atau ekonomi) penggunzalt, masyarakat
maupun pemerintah (instansi pengelola lingkungasuhidan jaksa sebagai
pengacara negara), kurang memadainya kemampuam hdé&dam memutus
perkara lingkungan, perilaku hakim yang legalistikstitusi peradilan belum
sepenuhnya mandiri.

Rekomendasi yang diusulkan atau upaya yang ddifsktukan untuk
mengatasi hambatan dan/atau kelemahan dalam psaigglesengketa lingkungan
melalui penuntutan ganti kerugian dan/atau pemulihglitas lingkungan hidup
dapat dilakukan dengan upaya-upaya peningkataniefeg litigasi di Indonesia
antara lain sebagai berikut : Penyempurnaan peratyperundang-undangan
terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan ugid dan
mengimplentasikannya dengan benar, meningkatkaaskap masyarakat agar
dapat membela hak-hak hukumnya sendiri, meningkakisgasitas hakim (serta
penegak hukum lain seperti polisi dan jaksa) dalpemanganan perkara
lingkungan, dan mengembangkan sistem penangandwraetingkungan di
pengadilan.

Kata kunci : Sengketa Lingkungan Hidup, Gugatan langelolaan Lingkungan
Hidup.



